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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya penyusunan Prosiding ini dapat 

diselesaikan. Prosiding ini berisi makalah yang ditulis oleh para akademisi dalam bidang bahasa, 

sastra, seni, desain, dan perpustakaan baik dari perspektif konseptual/teoretik maupun praktik baik 

(best practice) dalam usaha peningkatan sumberdaya manusia, pengembangan akademik dan 

pembelajaran, hingga tata kelola penjaminan mutu. Semua makalah dipresentasikan dalam sebuah 

forum ilmiah Seminar Nasional dalam rangka Forum Fakultas Bahasa dan Seni Indonesia (FFBSI) 

yang dilaksanakan pada 3 s.d. 6 September 2019 bertempat di Hotel Nayumi Horison, Gorontalo. 

Forum Fakultas Bahasa dan Seni (FFBSI) yang dilaksanakan di Gorontalo (2019) 

merupakan forum ke-8. Forum pertama dilaksanakan di Jakarta (2005), selanjutnya Makasar 

(2007), Manado (2009), Bandung (2011), Malang (2013), Padang (2015), dan terakhir di Undiksha 

(2017). Untuk pertama kalinya dalam sejarah pertemuan forum tersebut, pada 2019 di Gorontalo 

digelar kegiatan Seminar Nasional sebagai salah satu agenda kegiatannya. Seminar ini 

dimaksudkan untuk menjadi ajang bertukar pikiran dan pendapat seputar hasil kajian, serta berbagi 

informasi seputar praktik baik (best practice) tentang tata kelola kelembagaan. 

Seminar Nasional yang digelar mengangkat tema utama “Bahasa, Seni, dan Desain di Era 

Revolusi Industri 4.0” yang dibagi ke dalam lima subtema sebagai berikut.  

1.  Revitalisasi Kurikulum FBS yang berorientasi pada Literasi Baru  

2.  Implementasi Pembelajaran (Pengembangan bahan Ajar, Metodologi, Media dan Evaluasi) 

Berbasis Teknologi Digital  

3.  Penguatan SDM Menghadapi Revolusi Industry 4.0  

4.  Penguatan Karakter Mahasiswa Memenuhi Tuntutan Dunia Global  

5.  Paradigma Baru Penjaminan Mutu Program Studi  

Kesuksesan pelaksanaan seminar ini merupakan kesuksesan dari seluruh rangkaian 

kegiatan Forum Fakultas Bahasa dan Seni Indonesia (FFBSI). Sejak tahapan persiapan, 

pelaksanaan, hingga selesai kegiatan, tidak sedikit tenaga dan pikiran yang dicurahkan untuk 

menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan tersebut. Tidaklah mungkin semua itu dapat terwujud 

tanpa ada kontribusi yang besar dari semua pihak. Untuk itu, melalui kesempatan ini kami ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak sebagai berikut. 
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1. Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A., selaku Direktur Karier dan Kompetensi Sumber 

Daya Manusia, Kemristekdikti. 

2. Dr. Uwes Anis Chaeruman, Kepala Subdirektorat Pengakuan Pembelajaran Khusus, 

Kemristekdikti. 

3. Plt. Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Prof. Drs. John Hendri, M.Si., Ph.D. 

4. Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T. selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023. 

5. Ketua Forum FBSI, Prof. Dr. Putu Kerti Nitiasih, M.A. periode 2017-2019. 

6. Dekan Fakultas Sastra dan Budaya UNG, sekligus Ketua Forum FFBSI periode 2019-2021.  

7. Para Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Bahasa dan Sastra, dan 

Fakultas Seni dan Desain, se-Indonesia. 

8. Pimpinan jurusan dan program studi yang tergabung dalam Forum Fakultas Bahasa dan Seni 

Indonesia. 

9. Ketua dan seluruh panitia pelaksana. 

10. Seluruh pemakalah dan peserta Forum FBSI. 

Semoga rumusan pemikiran yang tertuang dalam setiap makalah dalam prosiding ini dapat 

memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap pengembangan kajian keilmuan dan tata 

kelola kelembagaan Fakultas Bahasa dan Seni pada masa mendatang. 

 

 

Gorontalo,    September 2019 

 

Tim Editor 
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ABSTRACT 

 

Tulisan ini membahas mengenai karakteristik bahasa hukum. Kemanfaatan untuk menunjukan 

bahwa bahasa hukum dapat digunakan sebagai landasan pikir dalam mengurai putusan perkara 

pidana. Tujuannya agar dapat meredam potensi terjadinya pemelintiran arti agar bias menciptakan 

ketertiban, keadilan dan kepastian, sehingga mensyaratkan penggunaan istilah yang hanya 

mempunyai makna tunggal dan tidak menimbulkan arti ganda. 

 

Kata Kunci : karakteristik, wacana, pemakaian bahasa, sosiolinguistik 

A. PENDAHULUAN 

Bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang 

hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. (Hadikusuma, 1992: 2). 

Karakteristik ini menjadi hal penting di dalam bahasa hukum kita dikarenakan kenyataan yang 

dapat diihat pada pemakaiannya yang masih banyak menggunakan istilah yang diambil dan bahasa 

asing, walaupun istilah tersebut telah memiliki padanan di dalam bahasa Indonesia baku, misalnya: 

tempus delicti dan locus delicti. Tempus delicti bisa diartikan waktu terjadinya sebuah peristiwa 

hukum, sedangkan locus delicti berarti tempat atau lokasi terjadinya sebuah peristiwa hukum. 

Fakta lainnya yang kita temui di dalam bahasa hukum Indonesia adalah meskipun tidak 

ditemukan padanannya di dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut dibiarkan menjadi sebuah istilah 

hukum tanpa arti dan menyulitkan orang awam untuk bisa memahaminya, sehingga istilah itu 

mungkin hanya dapat dimengerti oleh kalangan terbatas atau orang yang benar-benar mengerti 

bahasa hukum. Beberapa istilah tersebut misalnya terdapat pada kata madedaderschaap dan 

deelneming.  
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Dengan melihat gejala tersebut tidak jarang membuat orang awam tidak ingin memahami 

bahasa hukum secara mendalam, meskipun memiliki kepentingan dan terlibat di dalam sebuah 

perbuatan hukum, karena bagaimana mungkin mereka bisa mengerti dan memahaminya sedangkan 

untuk mengetahui artinya saja mereka harus berkonsultasi dengan orang yang mengerti bahasa 

hukum. Dengan demikian bahasa hukum menjadi terkesan tidak menarik bagi mereka karena 

kesulitan untuk mengetahui artinya.  

Kesulitan menerjemahkan bahasa hukum tersebut juga memungkinkan populasi perbuatan 

tindakan kriminal akan makin meningkat. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat 

terhadap bahasa hukum tersebut mengakibatkan mereka tidak akan tahu apa yang dilakukannya 

merupakan perbuatan melawan hukuin atau tidak.  

 

B. PEMABAHASAN 

 

KARAKTERISTIK BAHASA HUKUM INDONESIA  

1. Kenetralan  

Setiap unsur dalam teks hukum tidak pernah bersifat netral (Wignjosoebroto 2002: 6). 

Pemyataan ini dihadirkan karena bahasa hukum Indonesia mengandung kemungkinan memiliki 

beragam pemaknaan sehingga terkadang sulit menerjemahkam sebuah makna istilah. Kesulitan itu 

dikarenakan bahasanya yang rumit dan asing bagi orang awam sehingga hal ini berpotensi 

menciptakan terjadinya banyak tafsiran yang berbeda di masing-masing orang.  

Setiap orang cenderung menerjemahkan sendiri berdasarkan dan apa yang dlketahuinya, latar 

belakang pendidikannya, dan juga karena pemahamannya sendini. Semakin rendah tingkat 

pendidikan seseorang, akan semakin rendah pula kualitas penerjemahanya terhadap sebuah istilah 

hukum.  

Fenomena seperti ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang tidak dapat 

memahami arti sebenarnya dan istilah-istilah hukum tersebut. Tetapi hal ini juga menjadi tanggung 

jawab pemerintah dan juga dewan perwakilan rakyat yang salah satu tugasnya adalah menyusun 

undang-undang termasuk didalamnya adalah undang-undang dalam bidang hukum.  

Kerumitan bahasa hukum tersebut teryata tidak saja mengacaukan pengimplementasian dan 

produk hukurn tersebut, tetapi terkadang juga dimanfaatkan oleh sebagian orang yang memiliki 

kepentingan terhadap keberadaan hukum tersebut. Gejala ini terlihat jelas pada penerjemahan yang 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL BAHASA, SENI, DAN DESAIN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 
Best Practice dan Hasil Kajian Ilmiah 

 

337 FORUM FAKULTAS BAHASA DAN SENI INDONESIA (FFBSI) 
di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo Tanggal 3 – 6 SEPTEMBER 2019                    
http://fsb.ung.ac.id/page/show/2/prosiding 

berbeda di setiap orang yang memiliki kepentingannya sendiri, sehingga dengan mudahnya mereka 

dapat memutar balikan fakta dengan memelintir arti sebenarnya dan istilah-istilah hukum yang ada.  

Kemungkinan terjadinya kesalahan penerjemahan istilah hukum tersebut dapat dilihat pada 

kasus perdebatan seputar Undang-undang dasar 1945 UUD 1945 dibuat pada saat bahasa Indonesia 

masih didominasi oleh bahasa melayu. Selain itu ahli hukum dan politisi yang tergabung dalam 

tim penyusun UUD 1945 banyak yang berlatar belakang pendidikan Belanda, sehingga pengaruh 

sistem pendidikan dan bahasa Belanda masth cukup kental (Shidarta, 2002: 81).  

Dalam hal ini kita dapat melihat istilah kekuasaan kehakiman, kekuasaan eksekutifdan 

kekuasaan legislatif. Itu semua merupakan pengindonesiaan dari istilah dalam bahasa Belanda. 

Macht yang artinya kekuasaan. Rechlelllkemacltht diterjemahkan menjadi kekuasaan kehakiman, 

padahal macht adalah istilah kekuasaan dalam tatanan filsafat individualisme. Dalam konteks 

filsafat individualisme negara adalah organisasi kekuasaan yang terbagi dalam tiga sistem 

kekuasaan, sehingga muncul kekuasaan kehakiman, kekuasaan eksekutif, dan  

legislatif. Tiga model kekuasun inilah yang komudian dimasukan dalam UUD 1945. Padahal jika 

dilihat dan sudul pandang hukum, budaya pikir yang terbangun dalam masyarakat Indonesia bukan 

pembagian kekuasaan tetapi pembagian kewenangan, sehingga seharusnya rechtelijkemachi dalam 

bahasa, Belanda itu diterjemahkan menjadi kewenangan kehakiman, bukan kekuasaan kéhakiman.  

Melihat kenyataan ini sepertinya pemerintah dan perangkat hukum perlu merumuskan lagi 

setiap istilah dalam bidang hukum untuk dicarikan arti yang sebenarnya, sehingga dapat meredam 

potensi terjadinya pemelintiran arti oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tindakan ini perlu 

dilakukan karena melihat konsep dan hukum 1w sendiri yang memiliki tujuan untuk menciptakan 

ketertiban, keadilan dan kepastian, sehingga mensyaratkan penggunaan istilah yang hanya 

mempunyai makna tunggal dan tidak menimbulkan arti ganda. 

 

2. Kelugasan  

Penggunaan bahasa hukum tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku. Komposisi 

kalimatnya kurang beraturan sehingga membuat letak subjek dan keterangannya dikaburkan oleh 

deretan kosa-kata yang dijejalkan berdesakkan dalam setiap kalimat (Hidayana, 2002: 90).  

Pendapat ini menjelaskan bahwa bahasa hukum yang ada saat ini terlihat tidak taat asas 

bahasa Indonesia yang baku karena penjabarannya yang mengabaikan struktur dan tata bahasa yang 
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ada di dalam bahasa Indonesia. Kondisi ini nampak pada penguraian kalimat yang ada pada produk 

bahasa hukum tersebut ketika menggambarkan sebuah perbuatan hukum.  

Di dalam mendeskripsikan sebuah perbuatan hukum, bahasa yang digunakan sebagai 

produk hukum di Indonesia atau dikenal sebagai bahasa hukum Indonesia, walaupun diusahakan 

selugas mungkin, tetapi masih juga ditemukan bahasa hululnh yang tidak lugas, berputar-putar dan 

térjadi juga pengulangan kata demi kata, sehingga membingungkan bagi orang yang membacanya.  

Keadaan ini semakin diperparah lagi dengan penguraian kalimat yang panjang dan hampir 

sulit dipahami arti yang sebenarnya. Dengan pengalimatan yang panjang dan cenderung berbelit-

belit tersebut terkadang kita sulit memahami apa yang dimaksudkan di dalam uraiannya. Padahal 

apabila ditelaah dengan cermat artinya bisa sangat dimengerti, tetapi karena bentuk penjabaran 

kalimat yang tidak jelas dan terkesan terjadinya pemborosan kata-kata sehingga apa yang 

disampaikan tersebut dapat membingungkan bagi yang membacanya, dan ini tentu saja 

mengakibatkan pesan yang ingin disampaikan tidak dapat diterima dengan baik.  

Pengalimatan yang terlalu panjang dan rumit ini diduga dilakukan karena bahasa hukum 

sendiri diciptakan untuk mengatur tatanan nilai dalam kehidupan masyarakat. Selain itu dapat 

dilihat pula struktur kalimat yang digunakan dalam bahasa hukum bukan hanya disebabkan oleh 

fungsi pengatur yang melekat, tetapi disebabkan pengaruh sistem hukum Belanda mempunyai 

andil besar dalam pembentukan bahasa hukum di Indonesia. Untuk itu peletakan subjek, predikat, 

objek, dan kata keterangan (SPOK) dalam setiap kalimatnya tidak bisa mengikuti asas yaitu ada 

dalam struktur gramatikal bahasa Indonesia. Semuanya masih mengikuti kaidah-kaidah yang 

berlaku dalam hukum Belanda.  

Pengaruh Iainnya yang mengakibatkan gejala tersebut terjadi adalah budaya hukum 

kawasan Eropa. Hukum yang lahir di negara-negara kawasan Eropa mempunyai kaitan erat dengan 

situasi sosial dan budaya negara. yang bersangkutan. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap 

sebuah nilai tertentu, dengan cara apa menyikapi sesuatu dan apa saja yang menjadi perhatian 

masyarakatnya menjadi sangat berbeda jika dibandingkan dengan konteks kernasyarakatan yang 

ada di Indonesia.  

Situasi sosial dan budaya masyarakat yang berbeda tersebut yang menjadikan aturan hukum 

Eropa ketika diterapkan di Indonesia, termasuk bahasanya harus tetap mengikuti standar yang 

berlaku di negara-negara itu, dengan begitu apapun isi yang terkandung di dalam bahasa hukum 
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harus tetap dibahasakan termasuk bila harus disampaikan dengan kalimat yang panjang dan 

berputar-putar. Itu semua dilakukan semata agar maksud dan produk hukum tersebut dapat 

dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia.  

Rentetan dan kalimat-kalimat yang panjang dan tidak taat asas struktur bahasa Indonesia 

tersebut dapat kita lihat dalam contoh dibawah ini:  

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak 

enam ratus ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan, untuk terus maupun 

sementara waktu, menyerabkan atau memperlihatkan, tulisan, gainban, atau benda yang 

melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada 

seseorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa 

umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah 

diketahuinya (362, 1, KUHP)  

 

Jika dicermati secara sepintas maksud dan pasal hukum pada produk kitab Undang-undang 

hukum pidana (KUHP) di atas hanya memaksudkan bahwa pemberlakuan ancaman hukuman 

penjara dan denda kepada orang yang melakukan tindakan melanggar kesusilaan kepada anak 

dibawah umur. Tetapi karena bentuk pênyampaiannya terkesan berbelit-belit, menyebabkan 

pembaca mengalami kesulitan dalam memaknainya.  

Namun, sesungguhnya apabila ditelaah lebih dalam lagi alasan pengalimatan yang panjang 

dan runut tersebut dapat dimakiumi karena batasan dan norma kesusilaan sangatlah luas, sehingga 

batasan-batasan tersebut perlu dijabarkan secara runtut.  

 

3. Kepaduan Pikiran dalam Bahasa Undang-undang  

Hukum sebagai bahasa ilmiah mengandung kepaduan pikiran dalam perumusan kalimat-

kalimatnya. Perumusan kalimat merupakan kebulatan dan unsure-unsur yang menunjukan 

pertautan jelas yang dinyatakan dengan corak yang deskiptif dan analitis ( Nasution dan Warjiyati, 

2001 : 64)  

Kepaduan pikiran yang dimaksudkan dalam penjelasan di atas adalah bahasa hukum 

dengan komposisinya yang khas menghubungkan bagian-bagian yang tedapat didalamnya dalam 

satu kesatuan yang memiliki arti yang utuh. Dengan kata lainnya  

dalam konteks tertentu bahasa hukum tidak dapat didefinisikan secara terpisah karena akan 

memberikan pemahaman yang berbeda dan yang sebenarnya. 
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Pernyataan tersebut dihubungkan dengan fungsi dan bahasa hukum sendiri yang bertujuan 

untuk menjaga ketertiban, mengatur norma dan memberikan kepastian hukurn kepada masyarakat. 

Dengan fungsi yang mengatur dan mengikat itu seyogianya bahasa hukum bertanggung jawab 

dalam memberikan penjelasan yang mendalam dan rneñyeluruh mengenai arti dan konsekuensi 

perbuatan hukum, hingga masyarakat luas dapat mengerti dan memahami makna dan hukum itu 

sendiri.  

Dengan alasan dernikian bahasa hukum harus disampaikan secara detil dan segala aspek 

dan sudut pandang, baik mengenai aturan, pelaksanaan, perbuatan, hingga pada ancaman hukuman 

terhadap segala tindakan yang melawan hukum. Pemahaman mi dilakukan agar setiap orang 

menyadani bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum akan mendapatkan sangsi hukum yang 

setimpal, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.  

Juga jaminan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan akan memberikan rasa aman, 

tenteram serta tanpa rasa was-was kepada masyarakat di dalam melakukan aktifitas sehari-hari, 

dan itu semua seharusnya dapat terjabarkan secara menyeluruh melalui bahasa hukum.  

Dalam konteks memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang sebuah aturan hukum 

dan segala konsekuensinya maka bahasa hukum harus dijabarkan melalui uraian-uraian pokok, dan 

selanjutnya diterjemahkan ke dalam wilayah yang lebih kecil lagi, sehingga dapat mewakili semua 

bagian yang mengandung unsur 

 

4. Pengistilahan dari Bahasa Asing  

Kesulitan masyarakat pada umumnya untuk memahami makna rumusan-rumusan hukum 

dan juga pernyataan-pernyataan yang menjadi muatan dokumen hukum adalah salah satunya 

disebabkan oleh istilah-istilah hukum khususnya yang diambil atau disadur dan bahasa asing 

(Harkrisnowo, 2003)  

Diambilnya istilah-istilah asing dari system hukum negara lain disebabkan karena mulai 

teridentifikasinya jenis kejahatan baru yang belum ditemukan dalam sistem hukum di Indonesia 

sehingga perlu diadopsi untuk memperkaya produk hukum yang ada. Alasan lainnya adalah sistem 

hukum negara lain tersebut memang telah ada sejak dahulu karena diwariskan oleh Negara Belanda 

yang pernah menjajah Negara Indonesia.  
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Sejarah panjang perjalanan perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan 

sepertinya tidak hanya menyisahkan trauma yang panjang tentang kepedihan dan perang melawan 

penjajah, tetapi pula mewariskan sesuatu yang berharga dan masih abadi hingga kini, yaitu produk 

hukum negara penjajah yang selama berabad-abad menjajah bangsa Indonesia. Produk hukum 

yang dimaksudkan adalah produk hukum ciptaan Belanda. Produk tersebut masih terus digunakan 

sebagai pelengkap alat kontrol dalam kehidupan bernegara.  

Sebagai sebuah produk, hukum membutuhkan sarana dalam menyampaikan pesannya 

kepada masyarakat, sarana yang digagas disini adalah bahasa, atau lebih dikenal dengan bahasa 

hukum. Bahasa hukum sebagal produk dan hukum ini dapat menjadi panduan pada kita yang ingin 

mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum.  

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa karena hingga saat mi kita masih 

mempertahankan sistem hukum Negara Belanda sebagai pedoman hukum maka kita juga masih 

menggunakan semua hal yang berhubungan dengan kebijakan negara tersebut dibidang hukum, 

terrnasuk bahasanya Dalam perkembangannya Belanda bukan lagi menjadi satu-sátunya yang 

memberikan kontribusi bahasa hukum kepada Indonesia.  

Hal ini semua dikarenakan perubahan dan pergeseran yang terjadi disetiap belahan dunia 

sehubungan dengan tindakan kejahatan yang semakin bervariasi, sehingga kita perlu menyesuaikan 

dari dengan kondisi sosial dan karakter kriminalitas yang terjadi saat ini. Dengan bahasa lainnya 

kita harus mulai mengakrabi gejala-gejala barn tingkat kejahatan yang bisa saja berbeda dan 

sebelumnya.  

Dengan berkembangnya tingkat populasi kejabatan dan juga semakin beragamnya model 

kejahatan, tidak jarang Negara Indonesia mulai mengambil sistem hukum negara lain yang bukan 

berasal dan Negara Belanda untuk diterapkan di Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan 

yang ada. Dalam konteks mengadopsi itu, kita tidak hanya mengambil sistem hukumnya, tetapi 

juga mengunakan bahasa hukum yang dipakainya.  

Adapun beberapa sistem hukum negara lain yang diadopsi beserta bahasa hukumnya dapat 

terlihat dalam beberapa contoh berikut ini. 

Bahasa Inggris  

-Inexcusable Neglect  
Kelalaian yang tidak dapat dimaaflcan  

-Joint Action  
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Gugatan Bersama  

-Jacitation of Title  

Surat tanah palsu  

-Letter of Lien  

Surat hak memegang harta sebagai agunan  

-Honor System  

Sistem kepenjaraan yang yang menitikberatkán agar siterhukum menjadi insyaf daripacla memberi 

kekerasan  

-Freely Alienable  

Bebas mengoperkan hak milik kepada pihak ketiga, tanpa rintangan apapun  

-Action of Assumpsit  

Ajuan perkara mengenai pemulihan kerusakan (kehi1ngan) dan kontrak di bawah tangan  

-Free Tenure  

Penyewaan tanah jangka panjang atau seumur hidup  

-Divesture  

Perintah dan suatu instansi kehakiman agar memusnahkan komoditi tertentu demi kestabilan bunga  

-Dot  

Harta bawaan istri sewaktu memasuki perkawinan  

(Sumber: Jentera Jurnal Hukum dan Terminologi Hukum)  

 

Bahasa Arab  

-Islah  

Perdamaian di antara pihak yang bertikai  

-Adil  

Tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak condong pada salah satu pihak  

-Hak  

Kebebasan untuk melakukan atau berbuat sesuatu, wewenang menurut hukum  

-Musyawarah  

Sidang, rapat, pembahasan tentang sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama untuk 

mendapatkan mufakat  

-Hakim  

Orang yang mengadili dan memutuskan perkara  

-Sah  

Diakui keabsahannya dengan berdasarkan pada aturan hukum dan perundang-undangan  

-Sumpah  

Suatu alat bukti dipakai untuk memperkuat pembuktian, dimana pihak yang memberikan sumpah 

guna membuktikan kebenaran dirinya berani mengatakan bahwa dirinya benar dan jika tidak ia 

akan mendapatkan kutukan Tuhan  

- Wakaf  

Pemberian yang ikhlas dan seseorang berupa benda bergerak/tidak bergerak bagi kepentingan 

umum  

 

(Sumber: Jentera Jumal flukum dan Terminologi Hukum)  
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Bahasa Prancis  

-cedule  

Surat pengakuan berutang  

-commissionair  

Perantara, orang yang pekerjaannya adalah mengadakan perjanjian  

-concessie  

Ijin dan pemerintah untuk membuka tanah dan untuk menjalankan suatu perusahaan diatasnya  

-conclusie  

Dalam proses perdata yang mengijinkan kedua belah pihak untuk melakukan perdebatan secara 

tertulis  

 

(sumber: Jentera Jurnal Hukum dan Terminologi Hukum)  

 

Berdasarkan contoh di atas dapat membenikan gambaran kepada kita bahwa istilah-istilah 

hukum yang diambil dan beberapa bahasa di dunia tersebut untuk kemudian digunakan menjadi 

istilah hukum di dalam produk hukum Negara Indonesia.  

 

C. KESIMPULAN    

Bahasa hukum merupakan bahasa yang mengandung unsur keresmian di dalarn 

penjabarannya. Sebagai bahasa resmi yang digunakan di Negara Indonesia seyogianya bahasa 

tersebut menghindari terjadinya pendefinisian beberapa makna di dalam satu istilah hukurn atau 

sebaliknya seperti gejala yang terjadi belakangan adalah adanya beberapa istilah hukum dengan 

makna yang sama.  

Kebijakan meminimalisir banyak makna ini harus diambil karena bahasa hukum 

merupakan bahasa yang didalanmya memuat undang-undang dan peraturan sehingga seharusnya 

lebih bisa memberikan kepastian dan jaminan kepada masyarakat luas. Dengan kata lain 

seharusnya istilah dalam bahasa hukum hany’ memiliki satu arti yang pasti. Dengan begitu 

masyarakat dapat mencermati set iap uraian bahasa tersebut dengan tanpa perlu khawatir dengan 

kemungkinan terjadinya kesalahan di dalam menafsirkan bahasa tersebut.  

Bahasa hukum juga sebaiknya disampaikan secara lugas dan tidak berbelit-belit dengan 

kalimat yang panjang. Keadaan ini dikarenakan kondisi masyarakat kita yang diantaranya masih 

awam terhadap isti1ah-istilah hukum, sehingga kurang bisa memahami uraian-uraian yang panjang 

di dalam pengalimatan bahasa hukum.  

Di dalam penguraiannya semestinya bahasa hukum disampaikan secara sederhana dan 

langsung menyentuh pada objek permasalahan. Dengan penyampaian bahasa hukum yang 
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sederhana diyakini masyarakat dapat lebih memahaminya dengan mudah dengan tidak harus 

berpikir keras untuk mencari maksud dan tujuan dan bahasa hukum tersebut.  

Satu hal yang juga penting untuk diuraikan disini adalah sebaiknya istilah hukum yang 

diadopsi dan bahasa asing dicarikan padanannya di dalam bahasa Indonesia yang baku. Tindakan 

ini seharusnya diambil karena saat ini banyak sekali istilah-istilah hukum yang rnasih 

menggunakan bahasa asing, dan jika saja tidak ditemukan padananannya didalam bahasa 

Indonesia, sebaiknya istilabh bahasa asing tersebut disertakan artinya di dalam bahasa Indonesia.  

Penggunaan istilah-istilah hukum dan bahasa asing ini perlu mendapatkan perhatian yang 

serius dan kita karena disamping bahasa asing itu masih sulit dimengerti oleh masyarakat umum, 

juga sebagai bangsa yang besar kita harusnya dapat mengharhagai bahasa kita sendiri, yaitu bahasa 

Indonesia. Dengan cara menggunakan bahasa hukum yang berasal dan bahasa Indonesia.  
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